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PERWAKILAN JAWA TENGAH

JI. Siwalan Nomor 5, Wonodri, Kota Semarang, Telp/ Fax: (024) 8442627
website : www.ombudsman.go.id

Semarang, 11 Januari 2021
Nomor B/ 0008/HM.02.01-14/1/2021
Lampiran @ -
Perihal Tanggapan dan Penyampaian Data Penelitian

Yth. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
d.a. JI. Prof. Sudarto S.H., Tembalang

Kota Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor :8155/UN7.5.1.2/DL/2020 tanggal 4 Desember 2020
mengenai Permohonan ljin Pengambilan Data/Informasi dalam rangka penyusunan penulisan
hukum (Skripsi) mahasiswa atas nama Devita Ayu Maharani Dengan Judul “Pengaruh Pandemi
Covid-19 terhadap Tindakan Maladministrasi oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Kota
Semarang (Studi terhadap Pengaduan Masyarakat melalui Ombudsman R| Perwakilan Jawa
Tengah)”. Kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu Bulan Maret-November 2020,
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menerima 10 Laporan
Masyarakat dengan Instansi Terlapor Pemerintah Kota Semarang, sedangkan untuk periode
Maret-November 2019, menerima 20 Laporan Masyarakat dengan Instansi Terlapor Pemerintah
Kota Semarang. Adapun rincian Laporan Masyarakat sebagai berikut :

A. LAPORAN TAHUN 2020 (Maret-November)

No Terlapor Uraian Peristiwa | Dugaan/Tindakan | Status
Maladministrasi Laporan
1. | Walikota Keberatan Pelapor atas pencatatan | Penyimpangan Proses
Semarang objek tanah yang dikuasai Pelapor ke | Prosedur
dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A
oleh Pemerintah Kota Semarang.
2. | Kelurahan Keberatan Pelapor atas pelayanan | Tidak diberikan Proses
Kedungpane | Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen | Pelayanan
Kota Semarang.
3. | Kecamatan Keberatan Pelapor atas belum | Penundaan Ditutup
Semarang dibalasnya surat permohonan Audiensi | Berlarut
Selatan
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yang diajukan  kepada Camat
Semarang Selatan.
Walikota Keberatan Pelapor karena tidak | Penyimpangan Ditutup
Semarang menerima bantuan sosial (BST) | Prosedur
padahal termasuk kelompok terdampak
covid 19.
Dinas Pemutusan kontrak kerja Pegawai | Penyimpangan Ditutup
Kesehatan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | prosedur
Kota (P3K), secarasepihak oleh Dinas
Semarang Kesehatan Kota Semarang.
Satuan Polisi | Keberatan atas belum dilaksanakannya | Penyimpangan Proses
Pamong Praja | rekomendasi segel tertanggal 13 | Prosedur
Kota Desember 2019 yang dikeluarkan oleh
Semarang Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
atas pembangunan rumah di Gang
Pinggir Semarang oleh Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
Dinas Belum ditanggapinya surat Keberatan | Tidak diberikan Ditutup
Perdagangan | atas penyegelan lapak milik Pelapor di | pelayanan
Kota Pasar Yaik Baru Kota Semarang yang
Semarang dikirmkan pada tanggal 26 April 2020,
oleh Dinas Perdagangan Kota
Semarang.
Walikota Keberatan Pelapor terkait pengelolaan | Penyimpangan Ditutup
Semarang lahan di salah satu Kelurahan di Kota | Prosedur
Semarang yang tercatat sebagai aset
Pemerintah Kota Semarang seluas
2.476 m2.
Dinas Keberatan Pelapor atas perhitungan | Penyimpangan Proses
Pekerjaan ganti kerugian tanah dan bangunan | Prosedur
Umum Kota oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang Semarang.
B. LAPORAN TAHUN 2019 (Maret-November)
No | Terlapor Uraian Peristiwa | Dugaan/Tindakan | Status
Maladministrasi Laporan
1. | Sekolah Keberatan atas prosedur penetapan Penyimpangan Ditutup
Negeri/Dinas | kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | Prosedur
Pendidikan di Sekolah Negeri.
Kota
Semarang R
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2. | Sekolah Adanya permintaan sumbangan uang | Pungutan Ditutup
Negeri/Dinas | gedung sebesar Rp 2.500.000,- dan
Pendidikan sumbangan sukarela Rp 130.000,- untuk
Kota tahun ajaran 2019 di SMAN 12
Semarang Semarang, Gunung Pati.
3. | Sekolah Keberatan atas penarikan iuran untuk | Penyimpangan Ditutup
Negeri/Dinas | penyediaan Air Minum (AQUA) di SMA 10 | Prosedur
Pendidikan Semarang yang tidak sesuai ketentuan
Kota dan memberatkan orang tua siswa.
Semarang
4. | Walikota keberatan atas memorandum Forum | Penundaan Berlarut | Proses
Semarang Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang
belum memberikan rekomendasi
pendirian rumah ibadah Gereja Baptis
Indonesia.
5. | Dinas Belum ditindaklanjutinya pengaduan | Penundaan Berlarut | Ditutup
Penataan Pelapor tertanggal 31 Januari 2019 oleh
Ruang Kota | Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
Semarang
6. | Walikota Keberatan atas adanya Bangunan tidak | Penyimpangan Ditutup
Semarang berizin di lahan Pemkot Semarang. prosedur
7. | Sekolah Keberatan Pelapor terkait program studi | Penyimpangan Ditutup
Negeri/Dinas | lingkungan SMP 15 Kota Semarang | Prosedur
Pendidikan Tahun 2019/2020 bagi siswa.
Kota
Semarang
8. | Dinas Keberatan atas proses penerbitan | Penyimpangan Ditutup
Kependuduka | Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374- | Prosedur
n dan | KW-20052019-0008 tanggal 20 Mei
Pencatatan 2019.
Sipil Kota
Semarang
9. | Dinas Keberatan Pelapor atas belum adanya | Penundaan Berlarut | Ditutup
Kependuduka | kepastian pengurusan e-KTP
n dan | dikarenakan ketersediaan blanko.
Pencatatan
Sipil Kota
Semarang
10. | Dinas Pasar | Permohonan registrasi ulang dasaran los | Tidak diberikan | Ditutup
dan buah Yaik Permai yang tidak | pelayanan
Perdagangan | ditindaklanjuti oleh Dinas Pasar dan
Kota Perdagangan Kota Semarang.
Semarang
11. | Dinas Tidak mendapatkan tanggapan atas surat | Tidak diberikan | Ditutup
Pendidikan Pelapor yang ditujukan kepada Dinas | pelayanan
Kota Pendidikan Kota Semarang tertanggal 15
Semarang
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Agustus 2019 perihal dugaan tindak
pidana korupsi

Ditutup

penguasaan tanah.

12. | Kelurahan Keberatan Pelapor Terkait Berlarut- | Penundaan Berlarut
Tandang Larutnya Permohonan Surat Pernyataan
Fisik Bidang Tanah Yang Dimohonkan
Pelapor Kepada Lurah Tandang.
13. | Dinas Ketidaksesuaian ~ dalam prosedur | Penyimpangan Ditutup
Lingkungan pemberhentian Penugasan Pegawai Non | Prosedur
Hidup PNS di Dinas Lingkungan Hidup
Semarang Semarang.
14. | Dinas Keberatan Pelapor dalam proses | Penundaan Berlarut | Ditutup
Kependuduka | penerbitan KTP  Elektronik karena
n dan | perubahan data yang belum ada
Pencatatan kepastian penyelesaian.
Sipil Kota
Semarang
15. | Dinas Tidak adanya pemeriksaan, | Penyimpangan Ditutup
Penataan pengawasan, dan pengecekkan | Prosedur
Ruang Kota | lapangan oleh Dinas Tata Ruang
Semarang terhadap kesesuaian IMB pelapor, dan
pembongkaan bangunan yang tidak
sesuai prosedur sehingga merugikan
pelapor saat kondisi bangunan sudah
hampir selesai.
16. | BPKAD Kota | Keberatan  Pelapor terkait belum | Penundaan Berlarut | Ditutup
Semarang mendapatkan  respon dari Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Semarang terhadap surat pelapor untuk
mengetahui  status  tanah  yang
bersangkutan.
17. | Dinas Keberatan Pelapor terkait Pembuatan | Penundaan Berlarut | Ditutup
Kependuduka | akta kematian yang berkewarganegaraan
n dan | Jerman oleh Disdukcapil Kota Semarang
Pencatatan yang berlarut-larut.
Sipil Kota
Semarang ‘
18. | Walikota Belum mendapatkan respon atas surat | Penundaan Berlarut | Ditutup
Semarang pelapor yang ditujukan kepada Walikota
Semarang, atas laporan pelapor terkait
ketidaksesuaian bangunan di JI. Imam
Bonjol.
19. | Kelurahan Keberatan Pelapor atas belum diberikan | Tidak diberikan | Ditutup
Kalipancur oleh Lurah Kalipancur  terkait | pelayanan
permohonan pen%%itan surat




20. | Dinas Keberatan Pelapor atas dikeluarkannya | Penyimpangan Ditutup
Perhubungan | Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas | Prosedur
Kota (Andalalin) Restaurant Pelangi yang
Semarang terletak di JI. Tambora No. 6, Kel

Tegalsari, Kec. Candi, Kota Semarang

oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta
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